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BUPATI PAKPAK BHARAT 

PROVINSI SUMATERA UTARA 

 
PERATURAN  BUPATI PAKPAK BHARAT 

NOMOR 33 TAHUN 2020 
 

TENTANG 
 

TATA CARA PELAKSANAAN KONFIRMASI STATUS WAJIB PAJAK DAERAH  

DALAM PEMBERIAN LAYANAN PUBLIK TERTENTU  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PAKPAK BHARAT 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YAN MAHA ESA  
 

BUPATI PAKPAK BHARAT, 
 

Menimbang: a. bahwa ketentuan Pasal 77 ayat (1) huruf d Peraturan 

Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan 
Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang 
menyatakan bahwa segala biaya perizinan berusaha yang 

merupakan salah satunya adalah pajak daerah atau 
retribusi daerah, wajib dibayar oleh pelaku usaha sesuai 

ketentuan peraturan perundang-undangan; 
b. bahwa dalam ketentuan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Menteri 

Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2016 tentang Konfirmasi 

Status Wajib Pajak Dalam Pemberian Layanan Publik 
Tertentu Di Lingkungan Pemerintah Daerah, yang 

menyatakan bahwa ketentuan mengenai tata cara 
pelaksanaan konfirmasi status wajib pajak dan penelitian 
terhadap pemenuhan kewajiban pajak daerah oleh 

pemerintah daerah diatur dengan peraturan kepala 
daerah;  

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan 
Bupati tentang Tata Cara Pelaksanaan Konfirmasi Status 

Wajib Pajak Daerah dalam Pemberian Layanan Publik 
Tertentu Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pakpak 
Bharat. 

Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2003 tentang 
Pembentukan Kabupaten Nias Selatan, Kabupaten Pakpak 
Bharat dan Kabupaten Humbang Hasundutan di Provinsi 

Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2003 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4272); 
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 

Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 443); 
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak 

Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5049); 
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4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana 
diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang 

Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas 
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang 
Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5601); 
6. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang 

Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5950); 
7. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang 

Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara 

Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2018 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6215); 
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2016 

tentang Konfirmasi Status Wajib Pajak Dalam Pemberian 
Layanan Publik Tertentu Di Lingkungan Pemerintah 

Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 
Nomor 126);  

10. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pajak 

Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pakpak Bharat 
Tahun 2010 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah 

Kabupaten Pakpak Bharat Nomor 88) sebagaimana telah 
diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014 
tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 

2010 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten 
Pakpak Bharat Tahun 2014 Nomor 1, Tambahan 
Lembaran Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Nomor 108); 

11. Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2015 tentang 
Pelimpahan Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan 

Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Dari Bupati 
Kepada Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu dan 
Penanaman Modal Kabupaten Pakpak Bharat (Berita 

Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2015 Nomor 10) 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati 

Nomor 7 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan 
Bupati Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pelimpahan 
Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Terpadu 

dan Penanaman Modal Dari Bupati Kepada Kepala Kantor 
Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal 
Kabupaten Pakpak Bharat (Berita Daerah Kabupaten 

Pakpak Bharat Tahun 2017 Nomor 7). 
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MEMUTUSKAN: 

 
Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN 

KONFIRMASI STATUS WAJIB PAJAK DAERAH DALAM 

PEMBERIAN LAYANAN PUBLIK TERTENTU DI LINGKUNGAN 
PEMERINTAH KABUPATEN PAKPAK BHARAT. 

 
BAB I 

KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 
 

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 
1. Daerah adalah Kabupaten Pakpak Bharat. 
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala daerah sebagai unsur penyelenggara 

Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan 
pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. 

3. Bupati adalah Bupati Pakpak Bharat. 

4. Badan Pengelola Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah disebut 
BPKPAD adalah sebagai pengelola pendapatan adalah Badan yang yang 

diberi kewenangan untuk mengelola pajak daerah dan retribusi daerah. 
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dalam 

penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kabupaten Pakpak Bharat yang 

melaksanakan layanan publik tertentu. 
6. Layanan Publik Tertentu adalah Layanan yang diberikan oleh 

Pemerintah Daerah kepada Masyarakat. 
7. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah Kontribusi wajib 

kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang 

bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak 
mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan 
Daerah bagi sebesar-sebesarnya kemakmuran rakyat. 

8. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, 
pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan 

kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan perpajakan daerah. 

9. Konfirmasi Status Wajib yang selanjutnya disingkat KSWP adalah 

kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah sebelum memberikan 
layanan publik tertentu untuk memperoleh keterangan status Wajib 
Pajak. 

10. Keterangan Status Wajib Pajak adalah informasi yang diberikan oleh 
Pemerintah Daerah dan Direktorat Jenderal dalam rangka pelaksanaan 

konfirmasi status Wajib Pajak atas layanan publik tertentu pada 
Perangkat Daerah. 

11. Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah selanjutnya disingkat NPWPD adalah 

Nomor yang diberikan kepada wajib pajak sebagai sarana dalam 
Administrasi Perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri 

atau identitas wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban 
perpajakannya. 

12. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan selanjutnya 

disebut PBB-P2 adalah Pajak atas bumi dan/atau bangunan yang 
dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau 
Badan, kecuali kawasan yang dipergunakan untuk kegiatan usaha 

perkebunan, perhutanan, dan pertambangan. 
13. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan selanjutnya disebut 

BPHTB adalah Pajak Atas Perolehan Hak Atas Tanah dan/atau 
Bangunan. 
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BAB II 
MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP 

Pasal 2  
 

Maksud dari pembentukan Peraturan Bupati ini sebagai tata cara 

pelaksanaan Konfirmasi Status Wajib Pajak dalam memberikan pelayanan 
publik tertentu. 
 

Pasal 3 
 

Tujuan dari pembentukan Peraturan Bupati ini: 
a. mengoptimalkan penerimaan pajak daerah; dan 

b. meningkatkan kepatuhan wajib pajak. 
 

Pasal 4 

 
Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi: 
a. jenis layanan publik tertentu yang dilakukan KSWP; dan 

b. tata cara pelaksanaan KSWP. 
 

BAB III 
JENIS LAYANAN PUBLIK TERTENTU YANG DILAKUKAN KONFIRMASI 

STATUS WAJIB PAJAK DAERAH 

Pasal 5 
 

(1) Jenis Layanan Publik Tertentu yang dilakukan KSWP Pajak Daerah 

meliputi: 
a. Izin Mendirikan Bangunan; 
b. Izin Usaha Perdagangan; 

c. Izin Usaha Hiburan; 
d. Isin Usaha Restoran; 
e. Izin Usaha Peternakan; 

f. Izin Usaha Perikanan; 
g. Izin Usaha Toko Modern; 

h. Izin Usaha Warnet; 
i. Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol; 
j. Izin Trayek; 

k. Izin Reklame; 
l. Izin Sarang Burung Walet; 

m. Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing; 
n. Bidang Penelitian/Pelayanan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan 

Bangunan; 

o. Rekomendasi dan/atau sejenisnya yang dilakukan oleh instansi 
terkait yang nantinya memiliki akses terhadap Pajak Daerah. 

(2) Jenis layanan publik tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 

dapat diberikan setelah wajib pajak mendapatkan keterangan status 
wajib pajak dengan status valid dan/atau telah dilakukan pemeriksaan 

dengan status valid oleh BPKPAD. 
(3) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk 

pelayanan publik tertentu yang sudah melampirkan Nomor Pokok Wajib 

Pajak Daerah dan/atau Surat Setoran Pajak Daerah yang telah di 
validasi oleh BPKPAD. 
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BAB IV 
TATA CARA PELAKSANAAN KONFIRMASI STATUS WAJIB PAJAK 

Pasal 6 
 

(1) Setiap Orang atau Badan yang melakukan usaha dan/atau pekerjaan di 

Daerah wajib memiliki status wajib pajak atau NPWP Daerah untuk 
memperoleh layanan publik tertentu. 

(2) Penelitian terhadap pemenuhan kewajiban pajak daerah sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) meliputi: 
a. Bukti pembayaran PBB-P2 5 (lima) tahun terakhir; 

b. Bukti Pembayaran BPHTB dalam hal terjadi pengalihan kepemilikan; 
c. Bukti pembayaran Pajak Daerah lainnya yang bersesuaian dengan 

jenis layanan publik tertentu; 

d. Keterangan status wajib pajak dari BPKPAD. 
(3) Wajib pajak dinyatakan valid apabila Surat Keterangan Status Wajib 

Pajak dapat langsung dicetak melalui sistem aplikasi KSWP. 

(4) Dalam hal Wajib Pajak memperoleh keterangan status valid 
sebagaimana dimaksud pada ayat (3), maka layanan publik tertentu 

dapat diberikan. 
(5) Apabila Wajib Pajak dinyatakan tidak valid dari sistem aplikasi KSWP, 

maka harus melakukan konfirmasi ke BPKPAD dan/atau Kantor 

Pelayanan Pajak Pratama untuk memperoleh surat keterangan. 
 

Pasal 7 
 

(1) Perangkat Daerah yang melaksanakan layanan publik tertentu 

sebagaimana diamksud Pasal 5 ayat (1) melakukan konfirmasi status 
wajib pajak sebelum memberikan layanan publik tertentu. 

(2) Konfirmasi Status Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dilakukan melalui sistem informasi pada pemerintah daerah yang 
terhubung dengan sistem informasi pada BPKPAD dan/atau Direktorat 

Jenderal Pajak atau aplikasi yang telah disediakan BPKPAD dan/atau 
Direktorat Jenderal Pajak. 

(3) Penyediaan aplikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh 

BPKPAD melalui Dinas Komunikasi dan Informatika dan/atau 
Direktorat Jenderal Pajak. 

 

BAB V 

PEMBINAAN  
Pasal 8 

 

(1) Pembinaan pelaksanaan KSWP dilaksanakan oleh BPKPAD dalam 
konsultasi, monitoring dan evaluasi. 

(2) Pelaksanaan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan 
paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun. 
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BAB VI 
KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 9 
 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pakpak 
Bharat. 

 
 

      Ditetapkan di Salak 
      pada tanggal 7 September 2020  
Pj.  BUPATI PAKPAK BHARAT, 

 
ttd 
 
 

      ASREN NASUTION 

 
 
 

 
Diundangkan di Salak    

pada tanggal 7 September 2020 
SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN PAKPAK BHARAT, 

 
        ttd 
 
SAHAT BANUREA 

 
 
BERITA DAERAH KABUPATEN PAKPAK BHARAT TAHUN 2020 NOMOR 33 
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